BUPATI BANG(EAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR

DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11
dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat
Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai KepulananTahun 2017 Nomor 7};

S. Peraturan Daerah Banggai KepulauanNomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2022 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017
tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli,
Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2022 Nomor 36);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2023, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat
Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
terdiri dari:

a.

C.

d.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat
Daerah;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat
pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya;

Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan

Staf Operasional Keuangan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

a.

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1. memiliki integritas;

2. memiliki disiplin tinggi;

3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;

9. menandatangani Pakta Integritas;

6. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat
Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara;dan

7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan

untuk ditunjuk sebagai PPK, maka KPA bertindak sebagai

PPK.

Pengguna Anggaran (PA).

1.

Kepala Perangkat Daerah selaku PA mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah;

b. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah;

c¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran

pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas, bendahara pengeluaran melaksanakan

tugas dan wewenang lainnya meliputi :
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang di



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR St TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BEN DAHARA P

MENANDATANGANI

ENGELUARAN, PEJABAT YANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

DAN SURAT

PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.

PERANGKAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SPM DAN SPJ

SPECIMEN TANDA TANGAN

BENDAHARA

YANG
MENANDATANGANI
SPM DAN SPJ

2

3

4

3

7

Sekretariat DPRD

Iswan Saleh, S.Sos
NIP. 19691152 200212 1 007
Pembina Tkt.I, 1V /b
(Sekretaris DPRD Kab, Bangkep)

Uswatun Kamagi, A.Md
NIP. 19821604 201001 2 022
Penata Muda Tl 1, 111/

Iswan Salel, S.Sos
NIP. 19691152 200212 1 007
Pembina Tki.l, I[V/b
{Sekretaris DPRD Kab, Bangkep)

Pj. BUPATI BANGGA ‘_mm_uchic.pz.




